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BAB |I: PENDAHULUAN

Maksud danTujuan 1 1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan

Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinci DKI Jakarta dalam
penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan
daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk
pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang
mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala satuan kerja
perangkat daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Dinas yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenairealisasi

pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
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pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode tertentu.

2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam
satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan,
menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi
pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun
waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi
penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target
Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban,
Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 adalah
berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk
memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRD,
lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi

yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh
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transaksi yang dilakukan oleh Laporan Keuangan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 serta

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyediakan

informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, aset,

kewajiban dan ekuitas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki
pengetahuan mengenai:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; dan

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya..

Dl (Ll 1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

11. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;
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17. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

19. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
24. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

26. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;

28. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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29. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27
Tahun 2019 tentang Perubahan atas 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

30. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

31. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

32. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

33. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

34. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

35. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan

36. Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang
Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani

Surat Penyediaan Dana;

Sl 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan

Keuangan B . .
Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi

tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan
yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
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BAB I . Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus
maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan,
landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan
sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB Il : Memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator
pencapaian target kinerja pada Dinas Kependukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

BAB Il . Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kkinerja
keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV . Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah,
basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan
laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi
berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BABV . Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan vyang terdiri dari komponen-
komponen laporan realisasi anggaran, komponen-
komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih,
komponen-komponen neraca, komponen-komponen
laporan operasional, komponen-komponen laporan arus

kas dan komponen- komponen laporan perubahan

ekuitas.
BAB VI . Berisipenjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan

Keuangan Tahun Anggaran 2022.

~e7  Catatan atas Laporan Keuangan Gabungan
e Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
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BAB Il: PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA
W e bl 2.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022
pada waktu kampanye menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun
perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta 2017-
2022. Melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan bottom up dan
top down, maka visi provinsi DKI Jakarta 2017-2022 adalah:

“JAKARTA KOTA MAJU, LESTARI, DAN BERBUDAYA YANG WARGANYA
TERLIBAT DALAM MEWUJUDKAN KEBERADABAN, KEADILAN, DAN

KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan
mengaapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang
sesungguhnya dari Pemerintah Daerah.

Adapun misi RPJIMD DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas berbudaya, dengan
memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas
melalui  kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan
memanusiakan.

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum
melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan
kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan
pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta
perbaikan pengelolaan tata ruang.

3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya,
mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota
dan warga, secara efektif, meritokratisd dan berintegritas.

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata
kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

5. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan

Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
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Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah
Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, yaitu:

“MENJADIKAN JAKARTA TEMPAT WAHANA APARTUR YANG
BERKARYA, MENGABDI, MELAYANI SERTA MENYELESAIKAN BERBAGAI

PERMASALAHAN KOTA DAN WARGA, SECARA EFEKTIF, MERITOKRATIS
DAN BERINTEGRITAS”

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan
pencapaian misi tersebut diatas.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat
dengan seluruh program unggulan Gubernur DKI Jakarta, mengingat
sebagai obyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta adalah penduduk DKI
Jakarta yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan

yang sah.

Tabel 2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Misi/Program Penghambat Pendorong

1 Menjadikan Jakarta Terbatasnya jumlah dan Adanya struktur
tempat wahana aparatur =~ kompetensi teknis SDM organisasi dan Tupoksi
negara yang berkarya, yang jelas
mengabdi, melayani, Budaya kerja yang masih Tersedianya anggaran
serta menyelesaikan lemah APBD
berbagai permasalahan  Belum optimalnya Adanya dukungan dan
kota dan warga, secara  pengembangan kinerja komitmen pimpinan
efektif, meritokratisd organisasi
dan berintegritas Masih rendahnya pemahaman  Adanya UU tentang

masyarakat tentang peraturan Administrasi
perundang-undangan dibidang Kependudukan
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
Adanya sasaran dan
prasaranan yang cukup

memadai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
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Tujuan

Sasaran

Indikator Pencapaian
Target Kinerja

2.2.

2.3.

2.4.

BAB II: PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

DKI Jakarta

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai

tujuan

kependudukan.

memberikan

pemenuhan

atas

hak

layanan

administrasi

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

DKI Jakarta

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran

jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Jakarta dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-

undangan.

2. Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan

publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Indikator Pencapaian Target Kinerja

Sasaran Strategis

1. Memberikan
pemenuhan atas
hak layanan
administrasi
kependudukan

2. Peningkatan tertib
kependudukan
sesuai peraturan
perundang-
undangan

3. Peningkatan
pendayagunaan
data kependudukan
bagi pelayanan
publik dan
kepentingan
pembangunan
nasional

Indikator
Kinerja
Vol

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Layanan
Adminduk

90,00

Persentase
Cakupan
Kepemilikan
Dokumen
Adminduk

93,29

Persentase
Pemanfaatan
data
kependudukan

100,00

Sat

Indeks

Persen

Persen

Realisasi
sd. 31
Desember
2022
99,87

100,00

105,38

Capaian sd. 31
Desember 2022

Vol Sat

110,97 %

100,00 %

105,38 %

TAVA _WAVA

Catatan atas Laporan Keuangan Gabungan
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BAB I1I: IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- el Fleel ek 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Pencapaian Target

Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan
Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan
bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, maka sejak Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah
menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2022
sampai dengan 31 Desember 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022
Nomor 100/DPA/2022 tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp.
341.372.353.182 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan
Perubahaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor 100/P-DPA/2022
tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp 321.407.706.465, Realisasi
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Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.
0. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2022
sebesar Rp. 302.357.611.835 atau mencapai 94,07% dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 321.407.706.465.

2.  Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO,
Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar
Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31
Desember 2022 adalah sebesar Rp. 8.693.668.000, sedangkan jumlah
Beban adalah sebesar Rp. 309.791.925.973, sehingga terdapat
Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 301.098.257.973.

3.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar
Rp. 149.044.769.490 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.
301.098.257.973 ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K
PPKD) sebesar Rp. 298.143.003.480 dan dikurang Koreksi
Ekuitas sebesar Rp. 5.399.030, sehingga Ekuitas pada tanggal 31
Desember 2022 adalah sebesar Rp. 146.094.914.027.

4.  Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.
Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.
156.220.660.281, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.
55.997.356.197, Aset Tetap sebesar Rp. 94.441.279.717 dan Aset
Lainnya sebesar Rp. 5.782.024.367.
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Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.
10.125.746.254 dan Rp. 146.094.914.027.

5.  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam
Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan
serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan
disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan

disajikan dengan basis akrual.

R G 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kendala

Beberapa hambatan dan kendala signifikan yang dihadapi oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama Tahun
Anggaran 2022 dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan secara
maksimal antara lain:

1.  Penyerapan Anggaran tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan
tingginya selisih harga antara e-katalog ataupun hasil lelang dengan
harga DPA pada Kegiatan Pengadaan seperti Tonner Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadaan
Cetakan Security Printing (KIA), Pengadaan Perangkat Komputer
Penunjang Pelayanan, Penjilidan Register Akta Pencatatan Sipil, dll.

2. Kekurangan SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta dimana dari Jumlah Kondisi Ideal Aparatur

Sipil Negara (ASN) sebanyak 1.192 pegawali, sedangkan EKksisting
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pegawai yang ada per 31 Desember 2022 hanya sebanyak 382

pegawai, 67 orang Jabatan Kasatpel kosong, 2 orang Jabatan
Kasektor kosong dan 6 orang Jabatan Eselon IV Kosong.
Kekurangan SDM ini menyebabkan tidak tercapainya Penyerapan
Anggaran Belanja Pegawai dengan maksimal yang mana pada Tahun
2022 hanya terserap sebesar 93,96%.

3. Pelantikan Pejabat Pengawas (Eselon 1V) pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan
jadwal yang diharapan dimana semula ditargetkan Pelantikan Pejabat
Pengawas dapat dilaksanakan pada Bulan Juli 2022 namun pada
pelaksanaannya baru dapat terealisasi pada akhir Bulan September
2022, terlambatnya jadwal pelantikan ini turut menjadi penyebab
rendahnya penyerapan realisasi anggaran Belanja Pegawai Tahun
2022,
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Pelaporan Keuangan
Daerah

BAB IV: KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan
laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

a Catatan atas Laporan Keuangan Gabungan
untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2022 (Audited)




d@ 2
capil) @“W BAB IV: KEBIJAKAN AKUNTANSI

sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko

dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan

informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran; dan

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan olen DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022
menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca, dan;

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya
ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional
pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan
penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa

lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-
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Entitas
Akuntansi/Entitas
Pelaporan Keuangan
Daerah

Basis Akuntansi

4.1.

4.2.

Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu
entitas pelaporan.
Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan
perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan
kekayaan dari anggaran;

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau
yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun
tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui
anggaran.

Entitas  akuntansi  adalah  unit  pemerintah  pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi,
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan
kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara
intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka
penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas  pelaporan  menyusun laporan  keuangan dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara
organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah

adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah basis
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Basis Pengukuran

4.3.

akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan
ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak
untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum
diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban
diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas,
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam
Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan
menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
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Kebijakan Akuntansi

Pendapatan-LRA

44.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih
dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Periode yang
Berakhir 31 Desember 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
dijabarkan dalam bentuk kebijakan akuntansi pada Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan
ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA
e Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas
umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.

o Pendapatan-LRA dikelompokkan atas: a.) Pendapatan Asli
Daerah (PAD); b.) Pendapatan Transfer; dan c.) Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah.
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o Pendapatan-LRA diakui pada saat: a.) diterima pada Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD); b.) diterima oleh SKPD; dan c.)
diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama
Bendahara Umum Daerah (BUD).

o Akuntansi pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti
penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

o Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dengan basis kas.

ER 2. Belanja

o Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

o Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

o  Ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan
jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

o  Organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan
organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.

o Fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan
fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah  dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

o Belanja diakui pada saat: a.) Terjadinya pengeluaran pada
RKUD; dan b.) apabila melalui bendahara pengeluaran (Uang
Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
atau UP/GU/TU), pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran (Surat
Pertanggungjawaban atau SPJ) tersebut disahkan oleh
PA/KPA.

o Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan

tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk
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pengeluaran dari Kas Daerah (Surat Perintah Pencairan

Dana/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah,

dan diukur berdasarkan azas bruto.

o Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja
modal (menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh Kriteria
sebagai berikut:

o  Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli
lebih dari 12 bulan;

o Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan;

o Perolehan barang tersebut untuk digunakan bukan untuk
dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada
pihak ketiga; dan

o Nilai Rupiah pembelian barang memenuhi batasan
kapitalisasi aset tetap, sebagaimana penjelasan Kebijakan

Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

Jumlah Harga

No. Uraian Lusin/Set/Satuan (Rp)
1 Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Berat 10.000.000
2.2 Alat-alat Angkutan 1.750.000
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 750.000
2.4 Alat-alat Pertanian / Peternakan 1.000.000

2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

- Alat-Alat Kantor 750.000

- Alat-Alat Rumah Tangga 500.000
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.000.000
2.7 Alat-alat Kedokteran 5.000.000
2.8 Alat-alat Laboratorium 2.500.000
2.9 Alat Keamanan 1.000.000

3 Gedung dan Bangunan, terdiri atas:

3.1 Bangunan Gedung 15.000.000

o Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: a.) Belanja Operasi;
b.) Belanja Modal; c.) Belanja Tak Terduga; dan d.) Transfer,

serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PETCEEIETH S 3.  Pendapatan-LO
o Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
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o Pendapatan-LO dikelompokkan atas: a.) Pendapatan Asli
Daerah (PAD)-LO; b.) Pendapatan Transfer-LO; c.) Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah-LO; d.) Surplus Non
Operasional-LO; dan e.) Pendapatan Luar Biasa-LO.

o Pendapatan-LO diakui pada saat: a.) timbulnya hak atas
pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas
pendapatan terkait; dan b.) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi.

o Pendapatan-LO secara umum dicatat: a.) sebesar nilai nominal
pada Bukti Penerimaan yang belum dilunasi pada saat
penyusunan laporan keuangan; dan b.) sebesar estimasi nilai
wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang
diperoleh dari hibah.

o Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO)
sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).
Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan sesuai dengan klasifikasi sumber
pendapatan.

4.  Beban

o Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

o Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi, vaitu
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan
Akun Standar (BAS).

o Beban diakui pada saat: a.) Terjadinya penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa; b.) Terjadinya konsumsi aset; dan
c.) Timbulnya kewajiban.

o Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat

dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian,
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Daftar Gaji, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran
pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.

o Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

o Beban Jasa, Barang, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas dicatat
sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari
Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA/PPK.

o Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara
mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan
metode penyusutan garis lurus.

o Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari
Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

o Mapping Belanja ke Beban adalah sebagai berikut:

LRA (Permendagri Nomor 13 Tahun 2016) Laporan Operasional
No. Akun Uraian No. Akun Uraian
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.1.02 Beban Persediaan
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.1.02 Beban Persediaan

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.1.04 Beban Jasa
5.2.2.05 :Z'r:iat;erawata" Kendaraan 9.1.05  |Beban Pemelinaraan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.1.02 Beban Persediaan
5.2.2.06.02 [Belanja Penggandaan 9.1.03 Beban Barang
52201 Eilrir::lzzzjng/Gudang/Parkir 91.04 Beban Jasa
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.1.04 Beban Jasa
5.2.2.10 E:'raag?afi“;:t:e”e"gkapa" dan 9.1.04  |Beban Jasa
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.1.03 Beban Barang
5.2.2.12 ii:;ﬂ:yzakaia" Dinas dan 9.1.02  |Beban Persediaan
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 9.1.02 Beban Persediaan
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 9.1.05 Beban Pemeliharaan
52221 Belanja Jasa Konsultansi 9.1.04 Beban Jasa
5.2.2.27 is:smzvﬁrﬁ;ara Sumber 9.1.04  |Beban Jasa

A5 5. Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

) Aset Lancar

o Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di
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neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal neraca.

o Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi
fisik (stock opname) pada akhir periode akuntansi dan
disajikan sebesar:

o Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian;
o Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
o Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya
seperti donasi/rampasan.
Aset Tetap e  Aset Tetap

o Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh  pemerintah  maupun  untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 tahun.

o Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan
atau harga wajar, yaitu jumlah kas atau setara kas yang
telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk digunakan.

o Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:
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1 Tanah 1

2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

2 Alat-alat berat 10.000.000
2.2 Alat-alat angkutan 1.750.000
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 750.000
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat Kantor 750.000
Alat-alat Rumah Tangga 500.000
Alat Studio dan Alat Komunikasi
2.6 1.000.000
2.7 Alat-alat Kedokteran 5.000.000
2.8 Alat-alat Laboratorium 2.500.000
2.9 Alat Keamanan 1.000.000

3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:

3.1 Bangunan Gedung 15.000.000
3.2 Bangunan Monumen 15.000.000
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:
4.1 Jalan/lembatan 50.000.000
4.2 Bangunan Air/Irigasi 50.000.000
4.3 Instalasi 50.000.000
4.4 Jaringan 50.000.000
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan 100.000
5.2 Alat Peraga Pendidikan 500.000
5.3 Barang bercorak 250.000
5.4 Hewan/Ternak dan Tanaman
a. Hewan 300.000
b. Ternak 300.000
¢. Tumbuhan Pohon 300.000
d. Tumbuhan Tanaman Hias Ekstra komtabel
3.5 Aset Tetap Renovasi 15.000.000
6 Konstruksi Dalam Penﬁerjaan 1

o Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak
berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

o Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada
penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang
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Milik Daerah (BMD) dan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Penyusutan Aset e  Penyusutan Aset Tetap

o o Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat
dari suatu aset tetap.

o Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

o Tanah;

o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

o  Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

o Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.

o Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan dengan
menggunakan  metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa
Manfaat.

o Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

o Masa Manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan ditinjau
secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari
estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan

masa mendatang dilakukan penyesuaian.
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No. Uraian Masa Manfaat (Tahun)
1 |Tanah Tidak Disusutkan
2  [Peralatan dan Mesin, terdiri atas :
2.1 |Aat-alat Berat 8
2.2 |Aat-alat Angkutan 8
2.3 |Aat-alat Bengkel dan Alat Ukur 8
24 |Aat-alat Pertanian / Perternakan 5
25 |Alat-alatKantor dan Rumah Tangga
- Alat-alat Kantor 5
- Alat-alat Rumah Tangga 5
26 |AlatStudio dan Alat Komunikasi 5
2.7 |Aat-alat Kedokteran 5
2.8 |Alat-alat Laboratorium 5
29 |AatKeamanan 5
3 |Gedung dan Bangunan, terdiri atas :
3.1 |-Bangunan Gedung 20
3.2 |-Bangunan Monumen 20
4 |Jalan,Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :
41 [Jalan dan Jembatan 20
4.2 [Bangunan Air/Irigasi 20
43 |Instalasi 20
44 |Jaringan 20
5 |Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas :
5.1 |Buku dan Perpustakaan Tidak Disusutkan
5.2 |AlatPeraga Pendidikan 5
5.3 |Barang Bercorak 5
54 |Hewan/Ternak dan Tanaman
a.Hewan
b. Ternak Tidak Disusutkan
c. Tumbuhan Pohon
d. Tumbuhan Tanaman Hias
, Masa kerjasama atau masa umur
55 |Aset Tetap Renovasi ) )
ekonomis, mana yang lebih
6 |Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak Disusutkan

o Tabel Masa Manfaat Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya . Aset Lainnya
o Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam
Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas)
bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),

dan kas yang dibatasi penggunaannya.
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o Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat
neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi
akumulasi amortisasi.

o Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.
Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas
tidak dilakukan amortisasi.

o Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan
sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan.

MERE e 6. Kewajiban
o Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.
o Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a.  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh
tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang
Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus
Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.

b. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.

o Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.
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7.  Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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BAB VI: PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

Gambaran Umum

Tugas Pokok dan
Fungsi

BAB VI: PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-

6.1.

6.2.

KEUANGAN

Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten

Pemerintahan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana dan
Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.  Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan
prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.  Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan
pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil.

5.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan.
Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam
administrasi kependudukan.

Penyusunan profil kependudukan.

Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan
pencatatan sipil.

Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat
daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
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6.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

BAB XIV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
DINAS

FENGAWAIAS DAY
BDAG EIDALG DATA DA
PENCATATAI 3IFIL GENTALIAR:
I TATA JNFOFLA)

| |
UL DI ONIT PELEY e
YOTA ADLINSTRAD

GOMINETRES] T
TEXNOLOE IFORHAD
KARLPATEN ATGOIONRAD KEPENOUOOK 6 YEFENDUDUKALY

SUERACIAS | |
Fgrre] TATA LAHA SUBBACI 4N AEEGIAL
TATA LEAHA TeTLLEGHG TATA LSRHA
aExa aExa) FEXDDATA. sanz GEka)
seLavarrass || FELevatar IFORLAA] LIl DTA:
FEIDAFT. [PE CATAT ALY FRAOUDUR DA o
FENDUDUX arL FENQAWASAY | Y e raran s || frercacmnan]
SEXTOR DIAS FGEXTOR DINAS
FEFENDUDLXAL YEFENDUDUKAL
DAIFENCATATALY DALY PENCATATAL
STPIL XECABATALY AFILKECAATAN

JREATAN FUNG SIONAL
DAN JREATAN FELAKSANA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

[BUKOTA JAKARTA,
ttd
Catatan:
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana  sesuai  dengan  Ketentuan ANIES RASYID BASWEDAN
Peraturan Perundang-Undangan
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Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai

berikut:
No Jabatan Nama Pejabat
a | Kepala Dinas Budi Awaluddin, S.STP.M.Si
b | Sekretariat Yadi Rusmayadi, AP, M.Si
1. Subbagian Umum Antupan Fajariana, SE
2. Subbagian Kepegawaian {\-\Ar.lgieke Iriany Fauzie, 8.8TP,
3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran Desmond, S.Si, MM
4. Subbagian Keuangan Vina Hasnawati, SE
¢ | Bidang Pendaftaran Penduduk Fenry Sinurat, SH, M.Si
1. Plt. Subkoordinator Identitas Penduduk Achmad Sopian, S.Kom
3. Subkoordinaltolr Uru§an Penduduk Non Permanen dan Achmad Sopian, $.Kom
Rentan Administrasi Kependudukan
d | Bidang Pencatatan Sipil Witri Yenny, S.Sos, M.Si
1. Plt. Subkoordinator Urusan Kelahiran dan Kematian Heru Suprapto, S.Kom, M.Ti
2. Subkoordinator Urusan Perkawinan dan Perceraian Fagih Zuhri, SE
3. git:)?lkoordinator Urusan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Heru Suprapto, S.Kom, M.TI
e | Bidang Data dan Informasi Syamsu Bachri, S.Sos, ME
1. Subkoordinator Urusan Pemanfaatan Data dan Informasi Ari Nur Ariffianto, S.Si
2. Subkoordinator Urusan Analisa dan Pemutaklhiran Data Condro Prabowo, S.Kom
3. Subkoordinator Urusan Pengelolaan Data Vital ,I\Eﬂlf’e\lﬂg:'entina Yulianti, St
[ | s Kependodsan Stanti §.50s, MA
1. Subkoordinator Urusan Pembinaan Myra Tiarany, S.Si
2. Subkoordinator Urusan Pengawasan dan Penindakan Sudirman, SH
3. Subkoordinator Urusan Pengendalian Administrasi Achamad Arief Santoso, SH,
Kependudukan MM
g | Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Yani Sahlijah, S.Sos, M.Si
1. Kepala Subbagian Tata Usaha Dian Pusptasari, SE, M.Si
2. gzggfdﬁstuan Pelaksana Pelayanan Pendaftaan Budi Wibawa, SH
2. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil Mochamad Fifin Heriawan, SE
3. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Dokumen Artyas Farakhan
Administrasi Kependudukan Laksmitawahni, S.Kom
h | Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Ponirin Ariadi Limbong, S.STP
1. Kepala Subbagian Tata Usaha Raditya Wirawan, S.Kom
2. Kepala Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan Amar Habibi, S.Kom
3. Kepala Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database | Andi Wijaya, S.Kom
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BAB VI: PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

No

Jabatan

Nama Pejabat

4. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi
Kependudukan Wilayah Jakarta Utara dan Kep. Seribu

Tunjung Wibisono, S.Kom

5. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi
Kependudukan Wilayah Jakarta Barat

Hega Purwa Pratama, S.Kom

6. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi
Kependudukan Wilayah Jakarta Selatan

Didi Rachmadi, S.Kom

7. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi
Kependudukan Wilayah Jakarta Timur

Djoko Wirananggapati, S.Kom

Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Pusat

Drs. Rosyik Muhamad, M.Si

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Endradjaja Wahyu Baskoro,
SE, MM

2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mia Mahayati, SE

3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil

Masnita, SH

4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan

Ida Khairany, SE

Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Utara

Muhammad Edward Idris, SE,
MSE

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Teti Herawati, SE

2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Yudi Hermawan, S.S, M.Si

3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil

Erlita Faskho

4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan

Kristanti, S.Th

Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Barat

Gentina Arifin, S.Kom, M.TI

1. PIt. Kepala Subbagian Tata Usaha

Andika Bayu Permana, S.Kom

2. PIt. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Hakim Safii, A.Md

3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil

Harapan Dalimunthe, SH

4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan

Mario Aldino, S.Kom

Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Selatan

Muhammad Nurrahman,
S.Kom, MM

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Bintang Juara Suspita, S.Sos,
Msi

2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Salimin, S.Sos

3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil

Mohamad Riadhi Nugroho, SE

4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan

Ir. Popon Suryani

Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Timur

Naufan, SH, MH

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Sutikno, S.Sos, MAP

2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selvianti Yusnitasari, S.Si

3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil

Aris Munanto, SE

4. PIt. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan

Arafah, S.AP

Kepala Suku Dinas Dukcapil Kab. Adm. Kepulauan Seribu

Ginanjar, S.Sos

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Primita Wirdaningsih, SE

2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Anah Novianti, SH

3. PIt. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan

Angga Noviar Saputra, S.Ap
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